Buku Ajar
PENGANTAR

INDONESIA

Dr. Sitl Kotijah, %.H., M.H.
Hartoeno, 5.H., M.H.
Liky Trivana, 5.H., M.Hum.




BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM
INDONESIA

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.
Lili Triyana, S.H., M.Hum.

/ Mulawarman
QL§ University rress



Buku Ajar
Pengantar Hukum Indonesia

dalam Paradigma UU Cipta Kerja

Copyright © Mulawarman Press, 2023
Hak cipta ada pada penulis

xii+407 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-8376-08-7 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.
Lili Triyana, S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Buku Ajar

Pengantar Hukum Indonesia

dalam Paradigma UU Cipta Kerja
Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:

// Mulawarman
ﬁ University rress

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

J1. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit



KATA PENGANTAR

S egala puji syukur, kami panjatkan kepadamu Ya Allah,
yang telah memberi ilmu untuk berpikir dan menuangkan
ide, karya dalam sebuah buku. Buku Ajar Pengantar Hukum
Indonesia dalam Paradigma UU Cipta Kerja, menjadi bahan
pembelanjaran bagi mahasiswa di Fakultas Hukum untuk
memulai mengenal hukum, khususnya hukum yang berlaku di
Indonesia dan perkembangan terbaru dengan terbitnya UU
Cipta Kerja.

Perubahan sistem hukum, dan pengaturan perundang-
undangan di Indonesia terus mengikuti kemajuan dan
perkembangan ilmu dan teknologi. Terbitnya UU No.11
Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang dirubah Perpu No.2
Tahun 2022 dan dirubah UU No. 6 Tahun 2023.

Perubahan sistem hukum Indonesia, dengan lahirnya UU
Cipta Kerja, merubah beberapa norma, konsep, dan teori.
Untuk itu buku ajar pengantar hukum Indonesia,
menyesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja untuk
supaya pemahaman mahasiswa lebih komprehensip.

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah
yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan
memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan
disebarluaskan. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat
membantu mahasiswa Fakultas Hukum (Universitas Mulawar-
man) dalam proses belajar mengajar, khususnya sebagai
pengantar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi
mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami
hukum yang ada di Indonesia. Buku ajar ini bertujuan untuk
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memberikan pemahaman secara menyeluruh dan kom-
prehensif atas pokok hukum di Indonesia. Pasca terbitnya UU
Cipat Kerja, ada beberapa tambahan muatan Bab Baru, yakni
Hukum Lingkungan, dan beberapa apa yang disesuaikan
dengan perkembangan sesuai peraturan perundang-undangan,
khusus UU Cipta Kerja.

Tiada yang berat, jika dimulai dengan niat, usaha, dan
terus komitmet terhadap yang ingin kita tujuh, intinya fokus
dan diakhiri dengan doa. Tiada gading yang retak, tidak ada
sesuatu yang sempurna dalam sebuah penulisan termasuk buju
ajar ini. Untuk itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam
mempertajam buku ini. Semoga buku ajar ini memberi
manfaat dan nilai lebih bagi pemula yang ingin belajar Hukum
Indonesia. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur, dan
bermanfaat amin.

Samarinda, 2 Agustus 2023

Tim Penyusun
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BAB I

—

PENDAHULUAN

Definisi

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang
pengertian pengantar hukum Indonesia, pengertian hukum,
pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia
dan pembinaan hukum nasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian
Pengantar Hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata
hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan Pembinaan
hukum nasional.

“Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum”
Hukum Progresif — Satjipto Rahardjo

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia
I< chidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup
sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain untuk
memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengartikan manusia
adalah mahluk sosial atau sering disebut dengan istilah Zoon
Politicon. Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan
untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain,
contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, ber-
belanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu
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tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia
lainnya.

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan
berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi ke-
pentingannya baik secara perorangan maupun kelompok. Atas
dorongan hal tersebut maka manusia yang memiliki
kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelompok
yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat.

Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat
tersebut dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau
bentrokan antara sesamanya maka manusia didalam masyara-
kat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan
kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau
peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus
bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan
manusia lain dan dirinya sendiri.

Kita mungkin sering mendengarkan adagium yang
mengatakan, bahwa “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada
hukum”. Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam
pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama,
termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum
inilah yang menjadi pedoman atau peraturan hidup yang
mengatur manusia yang satu dengan yang lainnya. Mahasiswa
yang mempelajari dan ingin mengetahui hukum yang sudah
dan sedang berlaku di Indonesia, harus terlebih dahulu
mengetahui dan mengenal ilmu hukum.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari 3 (tiga)
kata yakni “pengantar,” “hukum” dan “Indonesia.” Pengantar
berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam
bahasa Belanda disebut “Inliding’ dan “Introduction” (bahasa
Ingeris) yang berarti memperkenalkan secara umum atau
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secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal
tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang
diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah
hukum Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan satu rangkaian
dengan Pengantar Ilmu Hukum, dimana keduanya merupakan
mata kuliah yang merupakan satu kesatuan mata kuliah dasar
bagi mahasiswa yang akan mempelajari ilmu hukum. Pengantar
Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan dasar atau fondasi
dalam bidang hukum, sedang Pengantar Hukum Indonesia
merupakan materi kelanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum
yang lebih difokuskan pada lapangan bidang-bidang hukum
yang ada di Indonesia.

Menurut Yulies Tiena Masriani, PHI adalah mengantar
atau memperkenalkan hukum yang berlaku sekarang di Negara
Republik Indonesia." Pengantar Hukum Indonesia bertujuan
memperkenalkan hukum pada umumnya dan hukum di
Indonesia pada khususnya, secara keseluruhan dalam garis
besar, sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengan-
dung pengertian dasar yang menjadi akar dari Ilmu Hukum.

Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan 1
(satu) mengenai hubungan dan perbedaan Pengantar Ilmu
Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, sebagai berikut:®

! Yulies Tiana Mastiani, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, hal. 1.

2 ].B Daloyo, 2001, Pengantar Iimn Hukum — Bukn Pandnan Mabasiswa,
Prehalindi, Jakarta, hal.7
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Bagan 1. Hubungan & Perbedaan PHI dan PIH

MATA KULIAH DASAR

KEAHLIAN HUKUM

PENGANTAR
ILMU HUKUM

7

Objeknya:

Hukum pada
umumnya
yang tidak
terbatas pada
hukum
positif negara
tertentu

\.

Fungsinya:

Mendasati dan
menumbuhkn
motifasi bagi
setiap orang
yang akan
mempelajati
hukum

PENGANTAR
HUKUM INDONESIA

Za

Objeknya:
Hukum
positif
Indonesia

J

\.

J

\

Fungsinya: \

Mengantarkan
setiap orang
yang akan
mempelajari
hukum positif

J

Indonesia

Sumber Data : Diambil dari buku Ishaq, 2016, Pengantar Hukum Indonesia (PHI),
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4



B. Pengertian Hukum

Bila kita berbicara mengenai apa itu hukum sebenarnya,
maka dapat kita lihat pendapat Sudikno Mertokusumo yang
menjelaskan bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan
peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidup-
an bersama. Dimana keseluruhan peraturan tentang tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yaitu
masyarakat, dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu
sanksi.’

Hukum dalam arti luas, sama artinya dengan aturan,
kaidah, atau norma. Menurut Yulies Tiena Mastiani, norma
atau kaidah adalah pe-tunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana
secharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan
tidak bertingkah laku didalam masyarakat.* Menurut Zaeni
Asyhadie, norma/kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan
hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah
laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi
perintah atau larangan, setiap orang hendaknya menaati norma
atau kaidah itu, agar kehidupan dapat tentram dan damai.
Norma/kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat dapat diringkas sebagai berikut:’

1. Norma/kaidah Agama,;

Norma/kaidah Agama adalah suatu aturan yang datang-
nya dari Tuhan yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan
oleh manusia/penganutnya, larangan yang tidak boleh dilaku-

3 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Swuatn Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, hal.40

#Yulies Tiana Masriani, Op. Ciz, hal.1

> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Mualifah, 2015, Pengantar Hukum
Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2

5



Buku Ajar
PENGANTAR

INDONESIA

PENGANTAR HUELUM IHDONESA sebagal males| dasar Dag maharewa
Falnshas Hulum urfok mengetaiod dan memahamd Buiom wang ada
o Irdomiiia. Sebaga sebuah peaganier, mala bue ind juga dapal
Mfphd SRCRah Bl pard pimeldl DUoom pid oSHn Mmiitiphh
o Sivad bebeh e Buky ire DR dar 15 hab yang
Erag L e AL RS, T Polum yaeg
ghf SRQUNE Berlaey g NgOfEil YARE DErgen QAN
Feredahiuluan
Sumiber Hokum dan Bahan Hulam
Fergantar Hukum Tata MNegara
Fergantar Hukum Admindstrass Megara
Fergantas Hukum Fidana
Fergantar Hukum Adara Fidana
Fergantar Hukum Ferdata
Fergantar Hukum Acara Perdaia
Fergantad Higkum Dagarg
Higk Ko na gakojaan
Hukmn Agracia
Hukm Pajak
Pengaatar Hukes internasicnsl & Perdata
InkirfiiaSingl
Pengartar Hukum Adat
Mk tlm
Penpantar Mukem Lingnassgan

sy BN




